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Mengingat : 1.

b.

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan
Peraturan Bupati Natuna tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi,
dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34, Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi,
dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor lO7 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a880);
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2.

3.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a237);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Sae5);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7al);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lemharan Negara Repubiik Indonesia

9.



Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 Tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2Ol3 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2Ol3
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013
Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun
2Ol4 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol4
Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Natuna.

10.

11.

t2.
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5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna;

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaa
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan dengan
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengeloiaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat
Daerah Kabupaten Natuna;

8. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah
Kecamatan;

9. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

10. pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

1 1. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis;

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan peiaksanaan hak
dan kewajiban Desa;

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban;

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,

selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP

Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa;

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupatenlkota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masYarakat;

19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupatenlkota dalam



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupatenlkota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten;

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah
Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keselu4uhan pengelolaan keuangan desa;

22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa
yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa;

23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai
dengan bidangnya;
Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan desa;
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh
pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening
kas desa;
Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB
Desa melalui rekening kas desa;
Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan desa dengan belanja desa;
Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pedapatan desa dengan belanja desa;
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
Kegiatan adalah bagian dari bidang yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih dari pelaksana kegiatan sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu bidang yang terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa;
Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pericapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja bidang dan kegiatan
Desa serta rencana pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan
APB Desa;
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35.

36.

(1)

(2)

(s)

(6)

Surat Persetujuan Penarikan Tunai yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh
bendahara dengan persetujuan Kepala Desa untuk
melakukan pengisian uang di kas desa;
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk
mengajukan permintaan pembayaran;

37. Reimbursement adalah merupakan sistem penggantian
biaya klaim yang harus membayar terlebih dahulu dan
kemudian diajukan klaim penggantian;

38. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada Peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bahwa
keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna
yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggungj awabkan.

Taat pada Peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah bahwa pengelolaan
keuangan desa harus berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan
tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk
mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran
dengan hasil.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan

(3)

(4)

(7)
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masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses
informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

(8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban
berdasarkan pertimbangan yang objektif.

(lO)Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar
dan proporsional.

(ll)Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat.

(12)Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APB Desa
yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.

(13)Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (12), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa

bersama BPD;
b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa;

(1)

(2)

*.----d*
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(1)

(2)

(1)

(2)

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan
dalam APB Desa; dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban APB Desa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan

desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Seksi; dan
c. Bendahara.
PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran.

Pasal 5

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa.
Sekietaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan

APB Desa;
b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa;

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APB Desa;

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa; dan

e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 6

dimaksuddalam Pasal 4 aYat (1)

pelaksana kegiatan sesuai dengan

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana

tanggung jawabnya;
pelaksanaan kegiatan yang menjadi

(1) Kepala Seksi sebagaimana
huruf b bertindak sebagai
bidangnya;

(1)

b. Melaksanakan kegiatan dan/atau' Kemasyarakatan Desa Yang telah
APB Desa;
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
kepada Kepala Desa: dan

e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.

bersama Lembaga
ditetapkan di dalam

C.

d.
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(1)

(21

Pasal 7

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan;
Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas: menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa
dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka
pelaksanaan APB Desa.

BAB IV

APBDesa
Bagian Pertama

Asas Umum APB Desa

Pasal 8

APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;
Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)

berpedoman kepada RKP Desa dalam rangka mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara;
APBDesa mempunyai fungsi :

a. Otorisasi;
b. Perencanaan;
c. Pengawasan;
d. Alokasi;
e. Distribusi.

(4) APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APB Desa setiap tahun ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga
puluh hari setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Kabupaten ditetapkan.
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Peiaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran.

Pasal 9

Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
(3) 'berarti bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan.
Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal B

ayat (3) berarti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi
manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.

(1)

(2)

(3)

(s)

(6)

(1)

(2)

P&RAFKOORDIN$S!



(3)

(4)

(s)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal B

ayat (3) berarti bahwa anggaran desa menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.
Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
(3) berarti bahwa anggaran desa harrs diarahkan untuk
lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian.
Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
(3) berarti bahwa kebijakan anggaran desa harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan'

Pasal 1O

Semua penerimaan dan pengeluaran desa baik dalam bentuk
uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 11

(1) Penerimaan desa terdiri dari pendapatan desa dan
penerimaan pembiayaan desa;
Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Pengeluaran desa terdiri dari belanja desa dan pengeluaran
pembiayaan desa;
Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan perkiraan beban pengeluaran desa yang
dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat
dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa
diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan
umum;
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adaiah pengeluaran yang akan diterima kembali baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnYa;
Dalam penyusunan APB Desa, penganggaran pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam
jumlah yang cukup;
Penganggaran untuk setiap pengeluaran di APB Desa harus
didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

(s)
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(1)

(2)

, Pasal 13

Pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa yang
dianggarkan dalam APB Desa didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

Seluruh pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan
desa dianggarakan secara bruto dalam APB Desa, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Struktur APB Desa

Pasal 14

APB Desa,terdiri atas :

a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan;

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan menurut bidang, kegiatan, kelompok, jenis

dan;
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek.

Bagian Ketiga
Pendapatan Desa

Pasal 15

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang meialui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam i (satu)
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan Asli Desa (PAD Desa);
b. Transfer;
c. Pendapatan Lain-lain yang sah.
Kelompok PAD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a, terdiri atas jenis :

a. Hasil usaha;
b. Hasil aset;
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli desa.
Heisil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa'
Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat
pemandian umum, jaringan irigasi.
Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)
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(2)

(3)

kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat
berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa dan jasa
giro/bunga bank.

Pasal 16

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :

a. Dana Desa;
b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten;
c. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah;
d. Alokasi Dana Desa (ADD);
e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
f. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan APBD
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup e

dan f dapat bersifat umum dan khusus.
Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70%
(tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 3oo/o (tiga puluh
perseratus).
Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis
a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak

mengikat;
b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 17

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga;
Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 ayat (4) huruf b, antara lain bantuan
perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Keempat
Belanja Desa

Pasal 18

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa
yaqg merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa;

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan
kewenangan Desa.

(4)

(1)

(2)

-l
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(1)

(2)

(3)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 19

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal
14 ayat (1)'huruf b, terdiri atas kelompok
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan KemasYarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.
Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang
telah dituangkan dalam RKP Desa.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
jenis belanja :

a. Pegawai;
b. Barang dan Jasa; dan
c. Modal.

Pasal 20

Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran
penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap
dan tunjangan;
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 21

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
pasal Lg ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang
dari 72 (dua belas) bulan;
Belanja barangljasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain:
a. Honorarium;
b. Uang Lembur;
c. Belanja Bahan Pakai Habis;
d. Belanja Jasa Kantor;
e. Beianja Jasa KIR;
f. Belanja Cetak dan Penggandaan;
g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
i. Belanja Sewa Alat Berat;
j. ' Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
k. Belanja Makanan dan Minuman;
1. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
m. Belanja Pakaian Kerja;
n. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu;
o. Belanja Perjalanan Dinas;
p. Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga;



q. Pemberian Barang Pada
masyarakat.

masyarakat/Kelompok

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana
dimaksud'pada ayat (21huruf p adalah bantuan uang untuk
operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu
pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat desa;
Operasional lembaga RT/RW sebagaimana dimaksud ayat
(3) dapat dilakukan pembayaran mengunakan mekanisme
Reimbursement;
pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q dilakukan
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal22

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
Belanja Modal kendaraan dinas atau alat transportasi guna
mendukung operasional perangkat desa/BPD dianggarkan
dalam belanja penyediaan operasional Pemerintah
Desa/BPD.
Pembelian/pengadaan Belanja Modal Kendaraan Dinas
harus berdasarkan analisa kebutuhan dan telah mendapat
persetujuan Bupati.
Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan
penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 23

Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa
(KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang
belum tersedia anggarannya;
Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa
atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak;
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (i) yaitu
antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan
sarana dan prasarana;

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena
KLB/wabah;
Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(s)
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(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

(6)

(7)

(3)

(4)

Bagian Kelima
Pembiayaan Desa

Pasal 24

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali danlatau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan PembiaYaan; dan
b. Pengeluaran PembiaYaan.
penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, mencakup :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun
sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara
lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan

lebih kecil dari pada realisasi belanja;
b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir

tahun anggaran belum diselesaikan'
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan
dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening
kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan;
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan
untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang
dipisahkan.

Pasal 25

pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal Desa.
Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun
anggaran;
pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2\ ditetapkan dengan peraturan desa;
pLraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

(1)

(2)
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b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang
harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan
Desa,' kecr.rali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

(6) irembentrk"., dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri;_ 
.

(T) pLnganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
masa jabatan Kepala Desa;

(8) Penyertaan modal dapat dilaksanakan apabila jumlah yang
akan disertakan dalam tahun berkenan telah ditetapkan
dalam peraturan desa tentang penyertaan modal desa

berkenaan;
(9) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban

yang telah tercantum dalam peraturan desa penyertaan
modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan
peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah penyertaan
modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal
yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang
penyertaan modal;

(10)balam hal pemerintah desa akan menambah jumlah modal
yang melebihi penyertaan modal yang telah ditetapkan
dalam peraturan desa tentang penyertaan modal, dilakukan
perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal yang
berkenaan.

Bagian Ketujuh

Kode Rekening Penganggaran

Pasal 26

(1) Dalam penganggaran menggunakan kode desa sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
(21 Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang

d.igunakan dalam penganggaran mengunakan kode akun
pendapatan, kode akun beianja dan kode akun pembiayaan;

(3) Setiap bidang, kegiatan, akun, kelompok, jenis serta obyek

yang dicantumkan dalam APB Desa mengunakan kode

bidang, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis dan kode

obyek;
(4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dihimpun menjadi satu

kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening;

(5) Urutan susunan kode rekening APB Desa dimulai dari kode

akun, kod.e kelompok, kode jenis dan kode obyek;i ra:"q.4FKnfiRDl8t
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(6) Urutan susunan nomor RAB-Desa Pendapatan di mulai dari
kode provinsi, kode Kode rekening pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, tercantum dalam
Lampiran I.3;

(7) kabupaten, kode kecamatan, kode desa dan kode jenis RAB;
(8) urutan susunan nomor RAB-Desa Belanja dimulai dari kode

provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa, kode
jenis RAB, kode bidang dan kode kegiatan;

(9) Urutan susunan nomor RAB-Desa Pembiayaan di mulai dari
kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa
dan kode jenis RAB;

(1O)Kode Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tercantum dalam Lampiran I.1;

(1l)Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
merupakan bagian susunan kode akun keuangan desa yang
tercantum dalam Lampiran L2;

(l2)Kode rekening pendapatan desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf a, tercantum dalam Lampiran I.3;

(13)Kode rekening belanja desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b, tercantum dalam Lampiran L4;

(l4)Kode rekening pembiyaan desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf c, tercantum daiam Lampiran I.5;

(15)Kode dan daftar Bidang dan kegiatan pemerintahan desa
tercantum dalam Lampiran I.6;

(16)Dalam rangka sinkronisasi bidang dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara berkala akan
disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan
desa;

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal27

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun
berdasarkan RAB;
Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
Dalam pen)rusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa, Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD wajib
mempedomani prioritas kegiatan sesuai dengan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan;
Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan
disepakati bersama;

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)



(3)

(4)

(1)

(21

(s)

(6)

(1)

(2)

(6) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat
bulan Oktober tahun berjalan;

(71 Format rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II;

(8) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 28

Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati
melaiui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
untuk dievaluasi;
Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa;
Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Peraturan
Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
Dalam Pelaksanaan Evaluasi Camat membentuk Tim
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas aktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan
Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

Pasal 29

Tim Evaluasi sebagaimana di maksud pada pasal 27 ayat
(4), berasal dari Kecamatan, terdiri dari :

a. Camat sebagai Ketua Tim;
b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris Tim;
c. Kasi dan Staf Kecamatan sebagai Anggota.
Tim Evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1), mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. Melakukan evaluasi kesesuaian antara APB Desa dan

RKP Desa;
b. . Melakukan evaluasi terhadap Struktur APB Desa;

c. Melakukan evaluasi terhadap keserasian kepentingan
publik serta untuk meneliti sejauh mana APB Desa tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
yang lebih tinggi dan/atau peraturan lainnya;

d. Seluruh hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan
Camat berupa saran dan rekomendasi.i r,,*.fr 4F r{ooRBtNASl



(3) Penyampaian rancangan oleh kepala desa sebagaimana
dimaksud Pasal 26 ayat (1) disertai dengan:
a. Dokumen persetujuan bersama antara pemerintah desa

dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap rancangan
APB Desa;

b. RKP Desa yang telah ditetapkan;
c. Rencana Anggaran Biaya yang telah dituangkan dalam

rancangan APB Desa.
Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

Pasal 30

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dan
Kepaia Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa Kepada
Bupati untuk dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang
APB Desa;
Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa
tahun anggaran sebelumnya;
Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa
Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya
Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa
dimaksud.
Format surat Rekomendasi Persetujuan Peraturan Desa dan
Surat usulan pembatal Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV.

Pasal 31

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan
Desa tentang APB Desa;
Penetapan APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember
tahun anggaran sebelumnya dan/atau setelah APBD
Kabupaten ditetapkan;
Format penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa
tercantum dalam Lampiran IV.

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)



(1)

(2)

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 32

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui
rekening kas desa;
Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.
pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai
penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan
desa.

Pasal 33

Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Tunai Desa
pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan
kegiatan di pemerintahan desa;
Jumlah maksimal uang dalam kas Tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp. 25.000'000,- (Dua
puluh lima juta rupiah);
Khusus untuk desa yang belum terjangkau dengan layanan
perbankan, jumlah maksimal Kas Tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berjumlahRp. 50.000.000,- (Lima
pulutt juta rupiah).

Pasal 34

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa;
Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat
mengikat dan operasional perkantoran berupa belanja
barang dan jasa pada bidang penyelenggaran pemerintahan
desa sebatas belanja barang dan jasa habis pakai yang
ditetapkan dalam peraturan kepala desa;

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat
Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala
Desa.
Setiap desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban
Anggaran Desa untuk tujuan lain yang telah ditetapakan
dalam APBDesa
Pengeluaran Belanja Desa mengunakan prinsip hemat,
tidak mewah, efektif, efesien, ekonomis dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 35

untuk pengisian kas desa dalam pelaksanaan kegiatan,
bendahara dapat mengajukan surat Persetujuan Penarikan
Tunai (SPPT) dengan persetujuan Kepala Desa;

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

(1)

i-.e.@#.
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(21 Surat Persetujuan Penarikan Tunai (SPPT) diajukan
berdasarkan estimasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan
yang direncanakan;
Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen
antara lain Rencana Anggaran Biaya;
Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) di verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh
kepala desa;
Pelaksana Kegiatan bertanggungiawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan dengan mempergunakan nota/faktur dan
kwitansiserta buku kas pembantu kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa;
Format Surat Persetujuan Penarikan Tunai (SPPT)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V. 1;

Format Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V.2;
Format kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

tercantum dalam Lampiran V.3;
Format buku kas pembantu kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V.4.

Pasal 36

Berdasarkan Rencana anggaran biaya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) pelaksana kegiatan
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada
kepala desa;
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan atau jasa diterima.

Pasal 37

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan tanggungjawab belanja;
c. Lampiran bukti transaksi seperti nota/faktur dan

kwitansi.
Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran
VI.1;
Format Pernyataan
dimaksud pada ayat (1)

v1.2.

tanggungjawab belanjasebagaimana
huruf b, tercantum dalam LamPiran

Pasal 38

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

(e)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana
d.imaksud dalam Pasal 37, Sekretaris Desa berkewajiban
untuk:
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a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan
oleh pelaksana kegiatan;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB
Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud;
d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh

pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan sPP yang telah di verifikasi sekretaris Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara
melakukan pembayaran;

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat
(2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan
pengeluaran.

Pasal 39

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh)

dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4O

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa berpedoman
Peraturan Bupati Natuna tentang Pedoman dan Tata
Pengadaan Barang/Jasa di Desa,

Bagian Ketiga
Perubahan APB Desa

Pasal 41

Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat
dilakukan apabila terjadi:
a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran antar bidang, kegiatan dan jenis belanja;

b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan;

c. Terjadi Penambahan dan/atau pengurangan dalam

Pendapatan Desa pada Tahun Berjalan; dan/atau
d. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.
Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran;
Penggunaan siLPA tahun sebelumnya dalam perubahan
APB Desa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih
perhitungan anggaran (siLPA) tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;
Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama

dengan tata cara penetapan APB Desa'

pada
Cara

(1)

(2)

(3)

4)



Pasal 42

(1) Apabila Desa menerima bantuan keuangan dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang
bersifat khusus diterima setelah peraturan desa tentang
APB Desa ditetapkan, maka pemerintah desa harus
melakukan penyesuaian dan selanjutnya ditampung dalam
Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam laporan
realisasi pelaksanaan bagi pemerintah desa yang tidak
melakukan perubahan APB Desa;

(2) Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah
Perubahan APB Desa, maka dapat dicantumkan dalam
laporan realisasi anggaran;

(3) perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan (2) diinformasikan kepada BPD'

Pasal 43

(1) Pergeseran anggaran antar bidang, antar kegiatan dan antar
jenG belanja sebagaimana dimaksud Pasal 4l ayat (1) huruf
a serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan diformulasikan dalam Perubahan RAB;

(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja berkenaan dapat
dilakukan dengan persetujuan BPD;

(3) pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan cara merubah RAB dengan tidak merubah
nilai anggaran kegiatan dan jenis belanja;

(4) pergeseiin antar bidang, antar kegiatan dan jenis belanja
dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa
tentang APB Desa;

(5) Format Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam LamPiran VII.

Bagian KeemPat
Penatausahaan

Pasal 44

(1) Kepala Desa, bendahara desa dan orang atau badan larg
menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan desa,

wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ;

(2) irejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar penerimaan d.anf atau pengeluaran atas pelaksanaan
APB Disa bertanggungjawab atas kebenaran material dan

formil serta akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat
bukti dimaksud.

Pasal 45

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;
Bend.ahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku
setiap akhir bulAn secara tertib;

(1)
(21

.-',qtr *...*il :r'"d-.{dffi r

, ,',,,', {F }(0fl'RBil{&$l i

Hilrf,*uffi'Hn3 Lm



(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang
melalui laporan pertanggungj awaban ;

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 46

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), menggunakan:
(1) buku kas umum;
(21 buku Kas Pembantu Pajak;
(3) buku Bank; dan
(4) Register SPPT, register SPP, register penerimaan

pendapatan, register transaksi penerimaan bank, laporan
penutupan kas;

(5) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2\, ayat
(3), dan ayat (4) tercantum dalam LampiranVIII.l,VIII'2,
VIII.3 dan VIIL4

Bagian Kelima
PelaPoran

Pasal 47

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa,
Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan
APB Desa bulanan, triwulan, Semester dan Tahunan;

(21 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APB Desa kepada BuPati beruPa:

a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.
(3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Desa;
(4) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun berjalan;

(5) Lu.porr.r, semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Januari tahun berikutnYa;

(6) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa

triwulan, Semester dan Tahunan disertai dengan Surat
Pernyataan Tanggungjawab Realisasi APB Desa dari kepala
desa;

(7) Kepala Desa wajib menyampaikan lembaran konfirmasi
penerimaan transfer dari RKUD ke Rekening Kas Desa

ietiap bulan dan disampaikan secara triwulan kepada PPKD

selaku BUD;
(B) Apabila sampai akhir tahun terdapat sisa dari penarikan

tunai yang dilakukan oleh bendahara, maka bendahara
wajib *"rrrbmt surat Setoran Pengembalian Belanja (ssPB)

ke rekening kas desa;
(g) Desa wajib menyampaikan laporan penggunaan dana desa

setiap semester ke PPKD untuk dikonsolidasikan dan di

I taporkan ke Pemerintah;Teill&fl+t#nlli*,lanil t
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(1o)Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan
ayat (5) tercantum dalam LampiranlX.l,lX.2,lX'3 dan IX'4;

(ll)Format sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran X.

(l2)Format sebagaimana dimaksud pada ayat (7\ tercantum
dalam Lampiran XI;

(l3)Format sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum
dalam Lampiran XII;

(l4)Format sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum
dalam Lampiran XIII;

Bagian Keenam
Pertanggungiawaban

Pasal 48

(1) Pelaporan meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses

p"t [r*pulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
i".rgtn pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

(2) kepalJ Desa menyampaikan laporan pertanggungiawaban
realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir
tahun anggaran;

(3) Laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan APB

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

(4) Lu.por4, pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB

Deia sebLgaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Desa;

(5) perituran Desa tentang laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilamPiri:
;. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun

Anggaran berkenaan; dan
c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah

yang masuk ke desa.
(6) Format sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (5) tercantum

dalam Lampiran XIV.1

Pasal 49

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
peiaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 d,an Pasal 48 diinformasikan kepada masyarakat secara

tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses

oleh masyarakat;
(2) Mbdia iiformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan

media informasi lainnYa.



(1)

(2)

Pasal 50

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat;
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan.

Ketentuan lebih lanjut
diatur dalam Peraturan

Pasal 51

mengenai Pengelolaan Keuangan Desa
Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 52

Pengelolaan keuangan desa meliputi serangkaian proses
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAIIIASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 53

Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan tugas pembinaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 54

Pembinaan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa yang meliputi pemberian pedoman,
bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 55

Pembinaan camat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa yang meliputi :

Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa;
Memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaran
keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

a.

b.



c.

d.

(1)

(2)

Membina pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan
aset desa; dan
Memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan
desa.

Pasal 56

Pembinaan camat sebagaimana dimaksud dalam pasai 55,

dilakukan Tim Pembinaan dan/ atau Tim Asistensi
Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan yang

dibentuk oleh Camat.
Tim Pembinaan dan/atau Tim Evaluasi Pengelolaan

Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana di maksud
pada ayat (1) melaksanakan Pembinaan dan Asistensi tiap 3

(tiga) bulan sekali.
Susunan Tim Pembinaan dan/atau Tim Asistensi Pegelolaan

Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dalam ayat
(2) meliputi :

a. Camat sebagai Penanggungjawab merangkap Anggota;
b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua merangkap

Anggota;
c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan atau sebutan lainnya

sebagai Anggota;
d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau

sebutan lainnya sebagai Anggota;
e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban atau sebutan

lainnya sebagai Anggota;
f. Pegawai Kecamatan yang ditunjuk sebagai Anggota.

Tugas Tim Pembinaan dan/atau Tim Asistensi Pengelolaan

Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) meliputi :

a. Membina admistrasi keuangan desa;
b. Membina pengelolaan keuangan desa;
c. Membina pendayagunaan aset desa;

d. Membina Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa,

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan

Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten, dan
e. Membina penyelenggaraan keuangan desa yang

mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa,

pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban
APBDesa.

Pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan/atau Tim Asistensi
Pengelolan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :

a. Camat sebagai Penanggungjawab bertugas

mengkoordinasikan tugas-tugas Ketua Tim;
b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua yang bertugas

mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota;

(3)

(4)

(s)
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c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

Pendayagunaan aset desa oleh Kepala Seksi Tata

Pemerintahan atau sebutan lainnya;
d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa oleh Kepala

seksi Pemberadayan Masyarakat Desa atau sebutan

lainnya;
e. Bidan Pemberad ayan Masyarakat Desa, Bidang

Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Tak

Terduga oleh Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban

atau sebutan lainnYa.
f. Pegawai Kecamatan bertugas menangani administrasi

Tim Pembinaan dan atau Tim Asistensi.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 57

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan desa tentang APB Desa;

(2) P".rga*."^t, yang dimaksud pada ayat (1), bukan
perneriksaan tetapi penga*asan yang lebih mengarah untuk
menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
peraturan desa tentang APB Desa;

(3) P..gr.*.san pengelolaan keuangan desa berpedoman pada
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

Pemeriksaan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintahdan Pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB XII
PENYELESAIAN KERUGIAN DESA

Pasal 59

Setiap kerugian desa yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera

d.iselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
Bendahara, Aparat desa, bukan bendahara, atau pejabat
lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara

langsung t t.trrgik.t keuangan desa, wajib mengganti
kerugian tersebut.
fepJa Desa dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi,
seielah mengetahui bahwa dalam desa yang bersangkutan
terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun'

(1)

(2)

(3)
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BAB XIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Pertama
Penghargaan

Pasal 60

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa, maka
d.esa yang berhasil dalam pengelolaan Keuangan Desa dapat
diberikan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 61

(1) Pengelola keuangan desa yang tidak dapat memenuhi
kewaiiban dan tanggungjawabnya sebagai pengelola
keuangan sehingga mengakibatkan kerugian desa

dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap pengelola
keuangan desa atau bukan pengeloia keuangan desa, tidak
membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi;

(3) Pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2), adalah Kepala Desa, Aparatur Desa dan Non

Aparatur Desa yang karena jabatan dan tugasnya
melaksanakan dan/atau terkait dengan pengelolaan
keuangan desa.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN . LAIN

Pasal 62

Apabila Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan kekuasaan desa berhalangan tetap maka Bupati
dapat menunjukan Penjabat Kepala Desa sampai terpilih
Kepala Desa definitif dari Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Apabila Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desaberhalangan sementara, maka

tugas pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

wajib dilimpahkan kepada Sekretaris Desa;

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

apabila Kepala Desa :

a. Habis masa jabatan sebelum tahun anggaran berakhir;

b. Terkait kasus pidana yang memiliki kekuatan hukum

tetap;
c. Tidak bisa menjalankan tugas 6 (enam) bulan berturut-

turut; dan

(1)

(2)

(3)
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d. Meninggal dunia.
(41 Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), apabila Kepala Desa :

a. Mendapat sanksi administrasi sebagai Pemegang
Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa;

b. Terkait dengan kasus pidana yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

c. Berhalangan menjalankan tugas lebih dari 1 (satu)

bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

(1) Sekretaris Desa yang menjabat sebagai pejabat Kepala Desa
menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat Kepala Desa dari Sekretaris Desa Pegawai Negeri
Sipil tidak lagi sebagai koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 UVnrct ?ols

Diundangkan di Ranai
pada tanggal l. t1{gf€{ Z,Als
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